WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 210/Kep.21-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Menimbang

Mengingat

DI KOTA SERANG
WALI KOTA SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Walikota

tentang Pembentukan Tim  Verifikasi Kelengkapan

Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan

Partai Politik di Kota Serang;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang .....



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri .....



Menetapkan
KESATU

7.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor
36 Tahun Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 15);
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik

di Kota Serang.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menerima surat permohonan bantuan keuangan partai
politik;

2. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi
pengajuan permohonan bantuan keuangan;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

4. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali

Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Serang.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2023

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 210/Kep.21-Huk/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

DI KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

DI KOTA SERANG

Sekretaris Daerah Kota Serang;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kota Serang;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Serang;

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Serang;

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Serang;

1.
2.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
Inspektur Pembantu yang membidangi urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang pada
Inspektorat Kota Serang;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang;

Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;

Analis Kebijakan pada Bidang Politik Dalam
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN



